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Indonesia. Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 13 Tnhun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupatcn dalam Lingkungan Propinai Jawa 

Tengah; 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '...!OU::S 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan 
Penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna 
rnenggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dipandang 
perlu menyertakan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik 
Daerah; 

li>. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayar (2) Peraturan 
Pemeri.ntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelclaan 
Keuangan Daerah, penyerraan modal Pemerintah Daerah dapat 
dilul<sana.kan apabila jumlah yang akan disertakan riRIFlm 
tahun anggaran bcrkeriann telo.h ditetapkan dalam peraturan 
daerah rnengenai penyertaau modal bersangkutan; 
bahwa berdasarkan pertimbaogan sebagaimana dunaksud 
dalam huruf a dan huruf b, pertu rnenetapkan Peraturan 
Daerab tentang Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten 
Grobogan kepadaBadan Usaba Milik Daerah Tahun 2021; 

Pasal l& ayat (6) t tndang-Undang Dasar Negara Republik 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun :.?004 tentang Perbendaharan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2UU4 

Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
s I.ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 

Daezah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 211, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Numor !J587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nu111u1 9 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan Kedua Atas Lndang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pemerintahan Daeraa (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pcmerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173); 

7i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengclolaan Keuangon Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahun Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Ben:uk Badan Hukum 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan 
Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas [PT) PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provins. 
Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D); 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 2 Tahun 2014 
tentang Perseroari Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prnvinsi ,Jawa Tengah Tahun 
2011 Nomor 2, 'l'ambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tcngah Nomor 62); 

0. Peraturan Dacrah Kabupatcn Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Perusahaan Daerah Air Mirrurn Pwwa 'Tirta Dharma 
Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2012 Nomor l4); 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Purwa Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2020 Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Grobogan. Nomor 1 ) ; 



Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan : 
a. akuntabilitas: dan 
b. kepastian hukum. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintab Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusao pernerintahan yang menjadi kewenaogan 
daerah oronom. 

4. Penyertaan Modal adalah setiap nssRhA dalarn menyertakan 

modal Doeroh pada suatu Badan Usaba Milik Daerah. 
5. Modal Daerah adalah kckayaan Do.erah baik yang berwujud 

uang rnaupuri baraug, 
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkaL BUMD 

adalah Perusahaan Daerah clan badan hukum Iainnya dari 
usaha milik Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengab. 

7. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang diseout 
dalam Peraturan Daerah clan/ atau Anggaran Dasar. 

8. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah 
dipenuhi oleh pemilik./pemegang saham. 

9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah 

yang berusal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah 

uul uk clijadik.an pcnyertaan modal Daerah pada BUMD. 

BAB I 
KETENTUAN UM1JM 

Pasal 1 

J>ERATURAN DAERAH TENTAJ:\G PENYERTAAN MODAL 
PEMERlNTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA 
Mll.lK DAERAH TAHUN 2021. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI GRODOGAN, 

Meoetapkan 

DEWAN ERWAK.ILAN l<AKYAT DAERAH K'\.BUPATEN GROBOGAN 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
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(1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Medal Daerah 
kepada RR<lRn Usaha Milik Daerah pada Tahun 2021 sebesar 
Rp21.249.628.000,00 (dua puluh saru milyar drta ratus empar 

puluh sernbilan juta cnam ratus dua puluh delapan ribu 

rupiah).,_dengan permcian sebagai berikut : 
a. PT. Bank Jateng sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepulub 

milyar rupiah); 
b. PT. Jamkrida Jateng sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua 

milyar rupiah); 
c. Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma 

Kabupaten Grobogan sebe sar Rp 6.749.628.000,00 (ena.m 
milyar tujuh ratus empat puluh sernbilan juta enam ratus 

dua puluh delapan ribu rupiah]; clan 

d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank PuTWa Artha sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah). 

(2) Penyertaan Modal kepada PT. Bank .Jateng sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk 
peningkatan ekspansi kredr kepada sektor produktif dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta peningkatan 

pclayanan Perbankan. 
(3) Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah 

Provins: Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
huruf b dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan 
peningkatan pelayanar .. 

(4) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Purwa Tirta Dharrna Kabupaten Grobogan sebagaimana 
di.rnaksud pada ayat (1) huruf c diperguna.kan untuk 

periingkatan cakupan layanan air minum untuk program 

Hibah Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasuan 

BAB Il 

PENYERTMN MOD/\.L 
Pasal 4 

Penyertaan Modal Daerah berrujuan untuk : 
a. mcningkatkan pelnynnon mnsyarakat; 

b. penguatan BUMD; 
c. rneningkatkan sumber Pendapatan Asll Daerah; dan 
d. meningkatkan pertumbuhan perekenomian masyarakat. 

Pasal 3 



s 

JAWA 'l'ENGAH: (6-198/20?.0) 

SETOA KAEUPA'l'Ell CROBOGA!f 

00CRAJ>W) ~RRUDIN, SB 

Salinan serual dengan ulinyt 
UPALA &\GIAN HUKUJd 

SRJ SUl\1ARNI 

CapTTD 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada r.anggal 7 September 2020 

BUPATI GROBOGAN, 

Peraturan Daerah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Af!tl.T setiap orang menget.ahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lernbaran 
Daerah Kabupaten Grobogan. 

BAB lll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Dalam hal BUMD cebagaimaria dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) 

huruf c bcrubah, benruk badan hulrumnyu, maka Penyertaan 

Modal tetap dmyatakan sah dan berlaku. 

Pasal 5 

Rendah, Pengadaan Water Meter, Revitalisasi Pompa dan 
Akscsoris serta Surat Izin Pengusahaan Air Tanah. 

(fi) Pcnyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkredita n Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dirnaksud 
padu ayat ( l) huruf d dip.,,rgunakan untuk ekspansi kredit 
kepada Usaha Mikro, Kccil dan Menengah di Dacrah. 

(6) .Jurnlah modal dasar dan modal disetor oleh Pemerintah 
Daerah kepada BUMD sebagaluiana dimaksud pada ayut (1) 
sampai dengan Tahun 2020 tercanrurn dalam Lampiran yaug 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

Di.undangkar di Purwodadi 
pada L<U1!1,&a 7 Se pternbcr 2020 

SEKRt!:TAl-{lS DAERAH 
KADUP~frEN GROBOGAN, 

dap TIO 
I . 

MOHAMAD SUMARSONO IHP. 19670317 199403 I 012 

LEMBAR~N DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 6 
NOMOR RF:ctl8TER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PRO'nNSI 
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TENTANU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

ATAS 

PENJELASAN 

PENYfRTAAN MODAL PF:Mfi:RINTAH KABUPATEN GROBOGAN 

if,PADA BADAN USAIIA MILII< DAERI\H TAHUN 2021 

I. PENJELAj UMUM 

Rad~ Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif surnber 
pendnpo.ta.n [asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disarnping pendapatan yang 

berasal dari r,a::;jl sektor pajak dacrah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain 

pe~dapatan Faerah yang$~. Oleh karena ilu, ~na meningka~an pcndapatan 

ash Daerah I yang berasal can Badan Usaha Milik Uaerah, dipandang perlu 
meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. 

I 1 . Penyertaan J:odal tentunya bukan satu-satunya langkah, me ainkan perlu 
adanya pe i' gkaran sumber daya rnanusia serta sarana dan prasarana, 

sehingga dapat bcropcraei secnro. lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan 

keuntunganJ Dengan dernikian Badari Usaha Milik Daerah di Kabupaten 

Grobogan d harapkan dapat rnembenkan kontribusi terhadap pendapatan a::;Ji 

Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan 

bagi pem gunan Daerah. 
Berda1sarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 

(2) Pcrarurnn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, ya~g rnenyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapai 

dilaksanakah apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun auggarau 
berkenaan ~elah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan 
modal daerah bersangkutan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 
Orobogan tepada Badan Usaha Milik Daerah pad.a Tahun 2021 harus 
ditetapkan ram Peratt.tran Daerah Kabupaten Grobogan, 

II. PENJELASPi!'l PASAL O~Ml PASAL 

Pas~l 1 l 
Culrup · elne. 

Pasal 2 ) 
Yang dirnaksud dengan : 
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I 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 

Pasal 3 
Cukup j las. 

Paeal 4 

Cukup j1li:l::.. 
Pasal 5 

Cukup jelas, 

b. 

a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan 
pertknggungjawaban atau untuk rnenjawab dan menerangkan kinerja 
dan I tindakan seseorang/badan hukum/ pirnpinan kolektif atau 
orgabisasi kepada pihak yang rnerniliki hak atau berkewenangan untuk 

mcJinta kctcrangan atau pertanggungjawaban. 

Kepf stian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan 



NAMA JADAN USAfL\ MTLIK ~TUMLAH MODAL 
JUMLAH MODAi, 

NO DISETOR S.D. 
DAERAH DA.SAR (Rp) TAHUN 2020 (Rp) 

1. PT. Ban 1,fareng .5 .000.000.000 .000 67 .006.000.000 

2. PT. Penjtinan Krcdit Dacrah 200.000.000.000 2 400.000.000 

Provinsi yawa Tengah 

3. Perusah~Daerah Air 56.605.098.254 

Minurn a Tirta Dharma 
Kabupatpn Grobogan 

4. Perusahaan Perscroan Daerah 60 .000. 000 .000 15.000.000.000 
I . 

Bank Pclkrcd1tan Rakyat 

Hank J:'urwa Artha 

BUPATI GROBOGAN, 

Cap TI'D 

SRJ SUMARNI 
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JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR 

~EPADA BADAN USAHA MTUK DAERAH TAHUN 2020 

LAMPI RAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR 6 iAHUI'- 2020 
TENT ANO 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAB!JPATF:N 
GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILlK 
DAERAH TAHUN 2021 
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